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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal

pembuatan atau usaha dan sebagainya (Poerwodarminto, 1986). Soemardjan

dalam berita AIPI (1997) mengatakan bahwa pelaksanaan berasal dari kata

laksana yang berarti berbuat atas tindakan yang berhubungan dengan atau untuk

melakukan suatu kegiatan. Dapat disimpulkan tentang pengertian pelaksanaan

adalah suatu perbuatan untuk melakukan kegiatan (Fillipus Septi Hartono, 2002).

Pengertian lain tentang pelaksanaan, yakni suatu proses, cara, perbuatan

melaksanakan atau rancangan, keputusan dan sebagainya (Salim, Peter dan Yenny

Salim, 1991:554)

2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang

berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari

pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik

(Ridwan HR, 2007). Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam bukunya,
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disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan

hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan

akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum

tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan

tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakuakan tindakan tertentu, sedangkan

kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan

tertentu (P. Nicholai, 1994:4)

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka kewenangan

dari pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan berasal dari

peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh

menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintah dan tidak boleh

berbuat sesuatu selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah

menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenang

mengandung hak dan juga kewajiban. Di dalam kewajiban dari suatu

kewenangan, ada kewenagan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal,

kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan

secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan

dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Ridwan HR,

2002:72)
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2.2.2 Sifat Kewenagan

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan,

(Ridwan HR, 2002:78-79), yaitu:

a. Terikat
Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan
dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana
wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit
banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.

b. Fakultatif
Wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata
usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya
atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat
dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan
dalam peraturan dasarnya.

c. Bebas
Wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi
kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang
akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup
kebebasan.

2.2.3. Sumber Kewenangan

Kewenangan bersumber dari tiga cara (Ridwan HR, 2002:74), yaitu:

a. Atribusi
Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan.

b. Delegasi
Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya.

c. Mandat
Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan akan suatu urusan pemerintahan,

pemerintah daerah dapat memperolehnya melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi,

delegasi dan mandat. Setelah memperoleh kewenangan dari tiga kewenangan
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tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenanganya. Kewenangan

tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan hanya dapat

dilakukan oleh aparatur negara dengan tanggung jawab dan diemban sendiri.

Selain itu, perbuatan dari aparatur pemerintahan yang dilakukan sesuai

kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat hukum di bidang hukum

administrasi demi terciptanya pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Hal

ini sesuai dengan unsur dari tindakan hukum yang dilakukan berdasakan

kewenangan aparatur pemerintahan (Muchsan, 1981:18-19), yaitu :

a. perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya
sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan
(bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri

b. perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintah

c. perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat
hukum di bidang hukum administrasi

d. perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan
kepentingan negara dan rakyat

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi

pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan

hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan

tersebut didasarkan pada hukum publik atau suatu tindakan hukum yang

dilakukan berdasarkan hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah

tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan.

Tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan

fungsi pemerintahannya, dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang

bersifat sepihak dan tindakan banyak pihak. Peraturan bersama antar kabupaten

atau antara kabupaten dengan provinsi adalah contoh dari tindakan hukum publik

beberapa pihak, dan tindakan hukum publik sepihak berbentuk tindakan yang
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dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan yang menimbulkan suatu akibat

hukum publik, misalnya saja pemberian izin oleh pemerintah kepada subyek

hukum atau badan hukum yang memerlukannya.

Untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum, pemerintah memerlukan

instrumen pemerintahan yang digunakan sebagai sarana-sarana untuk

menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Instrumen dari pemerintah terdiri dari

bermacam-macam bentuk, yaitu peraturan perundang-undangan, ketetapan tata

usaha negara, peraturan kebijaksanaan, perizinan dan lainnya. Semua instrumen

ini haruslah digunakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya agar pemerintah

dapat mengatur kegiatan menjadi urusan pemerintahan dan kemasyarakatan

dengan baik dan tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan

yang baik.

Salah satu instrumen yang dimiliki pemerintah untuk dapat menjalankan urusan

pemerintahan yang baik adalah Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN). Untuk

dapat melakukan urusan pemerintah yang ada, pemerintah memerlukan instrumen

ini, karena instrumen ini merupakan salah satu instrumen yang dapat dibilang

kewenangan dari pemerintah, karena instrumen ini dikeluarkan pemerintah

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus dan hanya dapat

dipertimbangkan dan dikeluarkan pemerintah berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan khusus dan hanya dapat dipertimbangkan berupa kebutuhan bagi

urusan pemerintahan dan masyarakat. Selain itu KTUN merupakan suatu tindakan

hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh
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suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa (WF. Prins dan R.

Kosim Adisapoetra, 1983:42).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, ketetapan memiliki sifat kongkret, individual, dan final.

Bersifat kongkret maksudnya bahwa obyek yang dikeluarkan tidak bersifat

abstrak (berwujud), tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual adalah

bahwa ketetapan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat

maupun hal yang dituju. Bersifat final adalah bahwa ketetapan tersebut sudah

definitif dan karenanya menimbulkan suatu akibat hukum yang berupa hak dan

kewajiban (Ridwan, HR, 2002:118).

Ketetapan dari segi lahir atau dihapuskannya suatu hak terdiri dari dua macam,

yaitu ketetapan deklaratoir dan ketetapan konstitutif. Ketetapan deklaratoir

digunakan untuk mengakui suatu hak yang telah ada, sedangkan ketetapan

konstitutif digunakan untuk dapat melahirkan suatu hak baru yang sebelumnya

tidak ada, atau dapat pula disebut bahwa ketetapan yang bersifat konstitutif telah

mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan.

2.3 Izin dan Perizinan

2.3.1 Pengertian dan Unsur Izin

Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan yang menjadi larangan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya suatu izin oleh pemerintah,
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berarti pemerintah telah memperbolehkan subyek hukum yang memohon izin

tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang.

Menurut para ahli, izin adalah :

a. Sjachran Basah, perizinan atau izin adalah perbuatan hukum administrasi
negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan (Ridwan HR, 2002:152)

b. Menurut Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. Ten Berge, izin merupakan
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan larangan perundang-undangan (Philipus M. Hadjon, 1993:2-3).

c. Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan
dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat
peraturan (Y. Sri Pudyatmoko, 2009:7)

d. Mr. Prins, Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan
dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal
yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak
merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja di bawah
pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara. (Soehino,
1984:79)

Dari uraian di atas, maka izin merupakan kebijakan pemerintah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari

peraturan tersebut. Maksudnya, demi kepentingan umum pemerintah

mengeluarkan izin berdasarkan kebijaksanaan dengan dasar karena belum adanya

peraturan untuk itu dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dapat

disimpulkan lebih sederhana bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk keadaan tertentu

yang menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.

Perizinan atau izin memiliki lima buah unsur (Ridwan HR, 2002:58), yaitu:

a. Instrumen Yuridis
Sesuai dengan sifatnya, yaitu individual dan kongkret, ketetapan
merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma
hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-
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jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif,
yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak
dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut.
Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis yang bersifat
konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau
mengatur peristiwa kongkret

b. Peraturan Perundang-ungangan
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum
pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi
pelayanan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan. Pada umumnya pemerintah memperoleh
wewenang untuk mengeluarkan izin ditentukan secara tegas di dalam
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut

c. Organ Pemerintah
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan
baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Beragam organ
pemerintahan yang berwenang memberikan izin, tertentu menjadi
terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya
campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat
menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin
karena terlalu banyak mata rantai dalam prosedur perizinan yang banyak
membuang waktu dan biaya

d. Peristiwa Kongkret
Peristiwa kongkret terdiri dari beragam jenis, sejalan dengan keberagaman
perkembangan masyarakat, maka izinpun memiliki keberagaman. Izin
yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya
tergantung dari kewenangan pemberi izin, maka macam izin dan struktur
organisasi yang menerbitkannya

e. Prosedur dan Persyaratan
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang
ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu harus
menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi
persyaratan tertentu ditentukan secara sepihak oleh peberi izin. Prosedur
dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi
pemberi izin.

2.3.2 Tujuan, Fungsi dan Syarat Perizinan

Tujuan dari perizinan adalah sebagai berikut (Ten Berge, 1996:11-15), yaitu :

a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit
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e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas
tertentu dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu (drank en
horecawet)

Izin berfungsi sebagai ujung tombak dari instrumen hukum, sebagai pengarah,

perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur dijelmakan. Dalam hal

ini izin diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Pada umumnya

permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh

pemerintah. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga

harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak

oleh pemerintah selaku pemberi izin. Prosedur dan syarat-syarat untuk

memperoleh izin berbeda-beda, tergantung dari jenis izin dan instansi pemberi

izin.

Dalam perizinan, setidaknya harus memperhatikan empat hal penting (Ridwan

HR, 2002:158-159), yaitu :

a. Jangan sampai menghilangkan esensi dari system perizinan itu sendiri,
terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu;

b. Peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang
berlebihan (deregulasi) hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis
administratif dan finansial

c. Deregulasi dan pengurangan akan campur tangan dari pemerintah atau
Negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama dibidang
ekonomi (debirokratisasi) tidak menghilangkan prinsip-prinsip dalam
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari suatu perizinan

d. Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum
pemerintahan yang layak

Dalam perizinan, syarat-syaratnya bersifat konstitutif dan kondisional (Soehino,

1984:97). Bersifat konstitutif maksudnya bahwa izin tersebut karena ditentukan

suatu perbuatan kongkret dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.

Bersifat kondisional maksudnya bahwa izin tersebut dinilai baru ada dan dapat
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dilihat, serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu

terjadi. Walaupun penentuan persyaratan perizinan dilakukan secara sepihak oleh

pemerintah, namun pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan

menurut kehendaknya sendiri, akan tetapi haruslah sejalan dengan peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan itu sendiri. Sehingga

pemerintah tidak boleh menentukan syarat-syarat yang melampaui batas tujuan

yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan

bersangkutan.

2.3.3 Bentuk dan Isi Perizinan

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat

dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-

hal sebagai berikut (Ten Berge, 1996:4-5), yaitu :

a. Organ yang berwenang
Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala
surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang
mengeluarkan izin tersebut

b. Yang dialamatkan
Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah
yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu,
keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang
memohon izin

c. Diktum
Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus
memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian
keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh
keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan
mengenai izin tersebut

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat
Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan
pada keputusan yang menguntungkan yang terdapat dalam praktek hukum
administrasi. Apabila ketentuan tidak dipenuhi, maka akan mendapatkan
pelanggaran sanksi. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi
kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang
dibolehkan, biasanya  berbentuk batas-batas waktu, tempat atau dengan
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cara lainnya. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum
tertentu digantungkan pada timbulnya peristiwa dikemudian hari yang
belum pasti, seperti penghapusan dan syarat penangguhan

e. Pemberian alasan
Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan
undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.
Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada
semua yang bersangkutan dengan izin tersebut

f. Pemberitahuan tambahan
Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan
ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin.

2.3.4 Jenis-jenis Izin

Menurut N.M. Spelt dan J.B.M Ten Berge (1987) Kebijakan perizinan sebagai

instrument pemerintah banyak digunakan untuk mengendalikan kepentingan

masyarakat. Jenis-jenis perizinan yang diterapkan oleh pemerintah antara lain :

a. Izin dalam arti sempit (vergunning). Pada dasarnya diciptakan peraturan
tentang izin adalah untuk mengikat tindakan masyarakat dalam suatu
tatanan tertentu. Pada dasarnya izin didirikan adalah memperbolehkan
keadaan-keadaan tertentu melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan
cara yang telah ditentukan.

b. Pelepasan dan pembebasan (dispensi). Dispensi adalah suatu pengecualian
dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang pada
prinsipnya tidak berniat untuk mengadakan pengecualian. Tujuan
diberikan dispensasi ini adalah agar seseorang dapat melakukan perbuatan
hukum dengan menyimpang dari segi syarat yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh dalam UU No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Atas peraturan ini dapat diberikan
dispensasi yaitu dapat diberikan pengecualian umur yang telah ditentukan
dalam ketentuan pasal tersebut di atas dengan mengajukan suatu
permohonan kepada pengadilan setempat oleh orang tua atau walinya.
Pada umumnya demi kepastian hukum bahwa pembuat undang-undang
telah memasukkan sistem  dispensasi dalam undang-undang yang
dibuatnya.

c. Konsesi. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuursjong)
pemerintah menyerahkan pelaksanaannya sebagian kepada pihak swasta
dengan syarat-syarat tertentu. Penyerahan tersebut kepada pihak swasta
adalah dalam bentuk konsesi. Latar belakang pemberian konsesi adalah
karena dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut pemerintah tidak
dapat melaksanakan suatu proyek pembangunan pemerintah. Dalam
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pemberian konsesi tersebut, pemerintah telah menentukan aktivitas yang
harus dilakukan pemegang konsesi dengan membebankan kewajiban-
kewajiban dan disisi lain harus ditetapkan hak-hak dari pemegang konsesi.
Pada umumnya konsesi berkaitan dengan jangka waktu yang lebih panjang
sehingga ditetapkan dalam suatu persetujuan antara pemerintah dan
pemegang konsesi.

Di samping ketiga kategori perizinan tersebut di atas, juga termasuk kategori

perizinan adalah lisensi. Menurut W.F Pris (1988) untuk mendapatkan lisensi ini

pemohon akan mendapatkan jaminan dari pemerintah bahwa perusahaan yang

dikelola itu diperbolehkan dengan syarat yang “Lisensi adalah suatu izin untuk

menjalankan sesuatu perusahaan dengan leluasa”. Dengan penetapan lisensi

bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan

pemerintah, sehingga dapat dicegah gangguan dari pihak lain terhadap aktivitas

perusahaan, misalnya pengambilalihan perusahaan oleh orang tidak termuat dalam

lisensi yang dikeluarkan pemerintah. Di samping itu pemberian lisensi akan dapat

memberikan pengertian fiskal, artinya dengan diberikannya lisensi adalah sebagai

tanda bukti bahwa pajak yang ditentukan pemerintah sudah dibayar oleh

pemegang lisensi.

2.4 Pengertian Air Bawah Tanah

Pengertian air bawah tanah menurut Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air, Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau

batuan di bawah permukaan tanah sejalan dengan itu menurut Keputusan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah

pasal 1 ayat (12) bahwa air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam
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lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang

muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

2.4.1 Dasar Hukum Pengambilan Air Bawah Tanah

Dasar hukum dari pengeluaran suatu izin adalah melalui ketentuan yang ada

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dasar hukum

dari izin pengambilan air bawah tanah adalah :

a. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa
pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi
dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan
antargenerasi. Dan bahwa daya air adalah potensi yang terkandung dalam
air dan atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun
kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya

b. Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi
menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Undang-undang No. 8
tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000
tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka tugas-tugas
pengelolaan air bawah tanah menjadi kewenangan Bupati/Walikota

c. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana
disebutkan mengenai arti pemerintahan dan lain sebagainya, termasuk
mengenai kewenangan yang menjadi bahasan dalam tulisan ini. Selain itu
diatur lebih khusus dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota dimana dalam UU ini disebutkan apa
saja yang menjadi urusan pemerintah baik pusat, provinsi atau
kabupaten/kota yang masing-masing telah diatur kewenangannya

d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451 tahun
2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di
Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, dijelaskan mengenai pengelolaan
dan perizinan pengambilan air bawah tanah secara lebih khusus, seperti
mengenai kewenangan pengelolaan air bawah tanah, air permukaan,
wilayah pengambilan air tanah, pengusahaan air tanah, konsevasi dan
lainnya.

e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 tahun 2002 Tentang Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan
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Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 02 tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Air Tanah. Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan mengenai
tahapan-tahapan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam
pemberian suatu izin pengambilan air bawah tanah yang dikeluarkan
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota kepada badan
usaha, koperasi ataupun perseorangan

f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 tahun 2008 Tentang
Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 12. Dalam
Peraturan Daerah ini dijelaskan mengenai lembaga yang memberi izin
dalam penggunaan air bawah tanah baik itu hak pakai dan hak usaha
diserahkan kepada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan
Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung

g. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 2 tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Air Bawah Tanah. Peraturan Walikota ini sebagai teknis
dalam menjalankan pengelolaan air bawah tanah di kota Bandar Lampung

2.4.2  Tujuan Pengelolaan Air Bawah Tanah

Tujuan pengelolaan air bawah tanah adalah untuk mewujudkan pemanfataan

sumber daya air yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Pemanfaatan

air bawah tanah merupakan alternatif apabila sumber air lainnya tidak

memungkinkan untuk diambil.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan eksplorasi dan

pengeboran termasuk penggalian, dan pengambilan air bawah tanah untuk

berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota.

Jenis izin pengelolaan air bawah tanah terdiri dari Izin Usaha Perusahaan

Pengeboran Air Bawah Tanah, Izin Juru Bor, Izin Pengeboran Air Bawah Tanah,

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, dan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah.

Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air

bawah tanah. Dalam melakukan hal tersebut walikota atau pejabat yang ditunjuk

melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan. Setiap
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pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dapat

dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha perusahaan

pengeboran air bawah tanah, penyegelan alat dan titik pengambilan air,

pencabutan izin pengambilan air bawah tanah, dan penutupan sumur bor atau

bangunan penurapan mata air. Dan barangsiapa melanggar salah satu ketentuan

yang dimaksud dalam perda ini dapat diancam dengan pidana. Pejabat PNS

tertentu di lingkungan pemda diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

(http://www.digilib-ampl.net, PP,Pengelolaan Air Bawah Tanah)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Setiap penelitian harus selalu didasarkan pada metode penelitian tertentu. Metode

penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan dengan tepat, pendekatan ilmiah apa

yang digunakan dalam suatu penelitian, baik sepanjang kegiatan pengumpulan

data sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut Dra. Kartini Kartono

(1998:54) yang dimaksud metodologi penelitian adalah ajaran-ajaran mengenai

metode-metode yang dipergunakan dalam proses penelitian.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan

metode dalam penyusunan skripsi adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik

untuk mendapat, mengolah dan menguji data yang diperoleh secara sistematis dan

ilmiah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah diikuti

dengan pendekatan secara yuridis empiris.

3.1.1 Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan melalui penelitian di lapangan untuk

mendapatkan data dan informasi dengan mewawancarai para informan yang
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mengetahui dengan jelas tentang kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung

dalam perizinan pengambilan air bawah tanah serta prosedur dari pemberian izin

usaha pengambilan air bawah tanah.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau bersumber dari kegiatan

penelitian secara langsung di lapangan, yang didapat melalui kegiatan

wawancara dengan informan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi seperti

peraturan, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok

bahasan, serta data sekunder lainnya. Data sekunder dapal penelitian ini

terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

antara lain :

a. Undang-undang No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

b. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah

c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451

tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas

Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah

d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 tahun 2008 tentang

Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung

e. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 2 tahun 2010 tentang

pengelolaan air tanah
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2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya

dalam hukum primer seperti :

a. Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan

Daerah karangan Supato Wijoyo

b. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan

Pembangaungan Lingkunagn Hidup, karangan Muhammad

Erwin

c. Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan, karangan Y. Sri

Pudyatmoko

d. Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum

c. Data Tersier, yaitu data yang menjadi penunjang, seperti laporan-laporan,

situs internet dan sebagainya

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode empiris, maka

dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer :

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan studi lapangan di

lokasi-lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara secara

langsung dengan informan. Tujuan dilakukannya studi lapangan ini adalah

untuk mendapatkan data primer yang digunakan sebagai bahan analisis
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data mengenai mekanisme pemberian izin pengambilan air bawah tanah

serta prosedur dari pemberian izin usaha pengambilan air bawah tanah,

yang menjadi kewenangan Pemerintah kota Bandar Lampung. Adapun

informan yang dituju dalam penelitian ini yaitu, :

1) Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup,

2) Ketua Bidang Pertambangan dan Energi, dan

3) Sub Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi

4) Masyarakat

b. Pengumpulan Data Sekunder :

Untuk menunjang data primer, maka dilakukanlah pengumpulan data

sekunder melalui studi kepustakaan, yaitu usaha koleksi data dalam jumlah

besar. Usaha koleksi ini merupakan usaha inventarisasi yang menyeluruh

atas data yang terdiri dari literatur dan peraturan hukum positif yang

berlaku, serta membaca dan mengutip bahan-bahan bacaan hasil koleksi

tersebut di atas.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, data primer dan data data sekunder yang telah dikumpulkan

selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pengeditan

Semua data yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan

permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.
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b. Seleksi

Semua data yang telah diedit, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui

apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera disiapkan untuk

keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat

meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi selesai, selanjutnya proses yang dilakukan adalah

mengklasifikasikan jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang

telah ditetapkan sesuai pokok bahasan.

d. Penyesuaian Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditempatkan pada

setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk

dianalisis lebih lanjut.

3.4 Analisis Data

Pada umumnya analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat

sosial adalah analisis deskripsi kualitatif. Yaitu tata cara penelitian yang

menghasilkan data kemudian menguraikan data hasil penelitian tersebut secara

rinci ke dalam bentuk kalimat sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku

untuk menjawab permasalahan khususnya tentang Pelaksanaan Pemberian Izin

Pengambilan Air Bawah Tanah di Kota Bandar Lampung.
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Studi penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan seperti :

1. Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data dalam satuan-

satuan tertentu

2. Analisa Taksonomis (Taxsonomics Analysis)

Yaitu suatu analisa dimana fokus  penelitian ditetapkan terbatas pada

dominan tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau

menjelaskan fenomena atau fokus menjadi sasaran semula penelitian.

Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam lagi

merupakan fokus studi yang perlu diacak secara lebih rinci dan mendalam

struktur internalnya masing-masing domain, penyelesaiannya dengan analisis

taksonomis. Pada analisis taksonomis, peneliti tidak hanya terhenti untuk

mengetahui sejumlah kategori yang tercakup pada domain, tetapi juga

melacak kemungkinan sub-sub yang mungkin tercakup pada masing-masing

kategori dalam domain termasuk juga yang tercakup pada suatu sub-sub dan

begitu seterusnya semakin terperinci.

3. Analisis Komponensial (Componential Analysis)

Analisis komponensial ini baru akan dilakukan setelah peneliti memiliki

cukup banyak fakta, informasi dari hasil wawancaara dan atau observasi yang

melacak kontras-kontras diantara warga satu domain. Kontras-kontras

tersebut oleh peneliti dipikirkan atau dicarikan dimensi-dimensi yang bisa

mewadahinya. Kontras-kontras yang dimasukkan ke dalam lembaran kerja

analisis komponensial tersebut masih perlu dicek kembali guna memastikan

apakah terpenuhi secara memadai ataukah belum. Hasil pengecekan tersebut
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barangkali tanpa menimbulkan perubahan apapun, tetapi mungkin juga

diperlukan penambahan tertentu.

4. Penafsiran Data

Tahap ini merupakan tahap dimana terori-teori yang akan diterapkan di dalam

suatu data sehingga akan terjadi diskusi antara data di satu pihak dan teori di

pihak lain yang pada akhirnya akan diharapkan dan ditemukan beberapa

asumsi yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung teori-teori yang sudah

ada.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung, Indonesia. Kota

ini memiliki luas 207,50 km² dengan populasi penduduk sebanyak 912.087 jiwa

(2008) ; kepadatan penduduk 4.597 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk

3,79 % per tahun. Secara geografis, ibu kota Provinsi Lampung ini berada di pintu

gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut

DKI Jakarta.

(http://www.maswins.com/2010/05/sejarah-kota-bandar-lampung.html, diakses

tanggal 19 November 2011, pukul 19.25).

Didukung oleh posisi yang strategis, menyebabkan Kota Bandar Lampung

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, dampak posisi strategis tersebut, maka

lalu lintas di setiap ruas jalan protokol di Bandar Lampung cenderung padat, hal

ini berdampak kepada semakin meningkatnya pembangunan sentra industri dan

jasa, dan sejalan dengan itu akan ada peningkatan penduduk.

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu

Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik,

pendidikan dan kebudayaan, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian dari

Provinsi Lampung.
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Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan,

dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian

menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan

menjadi Provinsi Lampung dengan ibukotanya Tanjung karang-Teluk betung.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1983 Kotamadya

Daerah Tingkat II Tanjung karang-Teluk betung diganti menjadi Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan

tahun 1999 berubah menjadi Kota Bandar Lampung.

Dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun

1982 tentang perubahan wilayah, maka Kota Bandar Lampung diperluas dengan

pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan.

Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli

1988 serta surat persetujuan MENDAGRI No. 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei

1987 tentang pemekaran kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota

Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, Kota Bandar

Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Sejak berdirinya Kota Bandar Lampung, upaya peningkatan potensi-potensi yang

ada terus dilakukan dengan upaya meningkatkan pembangunan daerah yang

dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang

lebih terpadu dan terarah agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara

efektif dan efisien.
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Perkembangan pembangunan yang digerakkan pemerintah, swasta dan

masyarakat, sebagian dilakukan dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi

sebagai terobosan terhadap tatanan yang ada untuk mempercepat terapainya

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta persiapan menghadapi era

globalisasi.

Mengingat gambaran umum kota Bandar Lampung tersebut, maka Kota Bandar

Lampung termasuk sangat fital bagi pusat kegiatan masyarakat sehingga

berdampak kepada banyaknya pemanfaatan air bawah tanah yang menjadi

kebutuhan bagi masyarakat tersebut, baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga, bahan baku produksi, memanfaatkan potensi, media usaha  atau

pun sebagai pembantu proses produksi.

4.2 Pengaturan Tentang Air Bawah Tanah di Kota Bandar Lampung

Sejalan dengan majunya pembangunan di berbagai sektor ditambah dengan

banyaknya pemanfaatan air bawah tanah, sehingga harus diikuti dengan

peningkatan Pendapatan Aseli Daerah (PAD), yang pada akhirnya akan dapat

merasakan hasilnya secara merata diseluruh lapisan masyarakat. Salah satu

sumber PAD Kota Bandar Lampung adalah Retribusi Izin Pengambilan Air

Bawah Tanah.

Landasan kebijakan pemberian izin pengambilan air bawah tanah di Kota Bandar

Lampung yakni Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah,

dalam PP tersebut disebutkan bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air

tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup
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dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu maka air tanah atau air

bawah tanah harus diperhatikan guna menjaga kestabilan tanah dan memenuhi

kebutuhan masyarakat. Adapun penggunaan air tanah yang dimaksud adalah

untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan bukan untuk

pengusahaan air tanah.

Pengelolaan air tanah tersebut didasarkan pada cekungan air tanah yang

diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi

pengelolaan air tanah. Adapun kebijakan pengelolaan air tanah yang dimaksud

adalah sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah,

pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi

air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. Yang

disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber

daya air. Sedangkan strategi pengelolaan air tanah yang dimaksud adalah

merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan

mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan

pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah. Yang disusun dan

ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungai.

Dengan arahan teknis dari PP nomor 43 tahun 2008 tersebut maka langkah

selanjutnya adalah Menteri menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan

pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau cekungan air

tanah lintas negara dengan mengacu pada kebijakan nasional sumber daya air.
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Kemudian Gubernur menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air

tanah provinsi dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah

nasional serta menyusun dan menetapkan strategi  pelaksanaan pengelolaan air

tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan kebijakan teknis

pengelolaan air tanah provinsi dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya

air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Kemudian untuk tingkat

kabupaten/kota Bupati/walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis

pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan teknis

pengelolaan air tanah provinsi serta menyusun dan menetapkan strategi

pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu

kabupaten/kota dengan berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah

kabupaten/kota dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungai yang bersangkutan.

Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh Menteri, Gubernur, atau

Bupati/Walikota dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi

publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Dengan penjelasan di atas maka Kota Bandar Lampung membuat aturan dalam

Peraturan Walikota No. 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Pengambilan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha

(pengusahaan air tanah) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

Selama tahun 2010-2011, terdapat 101 (seratus satu) perusahaan yang memakai

air tanah dengan berbagai macam keperluannya di kota Bandar Lampung sebagai

berikut :



34

Tabel 1 : Penggunaan Pengambilan Air Tanah di Kota Bandar Lampung

No Penggunaan
Jumlah

Perusahaan

1 Media Usaha 41

2 Bahan Pembantu Produksi 25

3 Bahan Baku Produksi 8

4 Pemanfaatan Potensi 5

5 Rumah Tangga/Perkantoran 4

Sumber : BPPLH Kota Bandar Lampung

Dengan membaca tabel tersebut maka dapat disimpulkan selama tahun 2010-2011

kota Bandar Lampung telah banyak perusahaan yang memanfaatkan air tanah

untuk keperluan perusahaan, sehingga apabila tidak dipantau dan di kontrol maka

Kota Bandar Lampung akan banyak mengalami kerugian karena berkurangnya

PAD dengan tidak dikelola proses perizinan air tanah. Selain itu juga akan

beresiko kepada kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

4.2.1 Tata Cara Memperoleh Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

Prosedur pemberian izin pengambilan Air Bawah Tanah yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 2

tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah yakni untuk memperoleh izin

pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri

dan Gubernur, yang dilampiri informasi tentang :

1. Peruntukan dan kebutuhan air tanah

2. Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, dan
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3. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan

(UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Untuk memperoleh izin pengambilan air tanah, maka pemohon dikenakan

retribusi perizinan dari setiap titik sumur bor atau sumur gali yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengambilan air tanah di Kota Bandar Lampung tidak semua untuk pemakaian

rumah tangga, namun juga untuk bahan baku, atau bahan pembantu produksi.

Mengenai pemberian izinnya tidak ada perbedaan, hanya saja dalam izinnya

tercantum mengenai obyek izin pengambilan air. Misalnya dalam permohonan

izin pengambilan air tanah untuk pemakaian rumah tangga, maka dicantumkan

izin pengambilan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga.

Wewenang untuk memberikan izin pengambilan air tanah di Kota Bandar

Lampung adalah pada Walikota dengan terlebih dahulu mendapatkan

rekomendasi teknis dari Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

(BPPLH). Adapun tugas dan wewnang dari BPPLH adalah :

1. Menerima dan mengecek permohonan pengajuan pengambilan air tanah dari

pemohon

2. Melakukan pengecekan ke lokasi tempat pemohon pengambilan air tanah

3. Mengeluarkan rekomendasi teknis yang berisikan persetujuan atau penolakan

pemberian izin berdasarkan zona konsevasi air tanah

4. Menghitung, menetapkan dan memungut pajak ditetapkan dengan keputusan

Walikota
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Tujuan dari pemberian izin pengambilan air tanah adalah untuk memberikan

kepastian hukum hak atas perorangan yang diakui oleh undang-undang dan

peraturan yang berlaku. Sebagai upaya dan konsekuensi dari kepemilikan atas

suatu hak, maka dibutuhkan adanya suatu dokumen yang akan memudahkan

dalam pendataan dan penertiban letak lokasi pengambilan air tanah sehingga

keberadaan lokasi pengambilan air tanah tersebut tidak mengganggu kondisi air

tanah di sekitarnya sehingga merugikan lingkunagn sekitar dan berdampak kepada

sengketa dikemudian hari.

Prosedur pemberian izin pengambilan air tanah secara umum dapat dilihat pada

skema berikut ini :
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SKEMA PROSES PERMOHONAN / PENERBITAN
IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH

DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Sumber : BPPLH Kota Bandar Lampung

TAHAP
KONSULTASI/
PROSENTASI

INFORMASI
PERSYARATAN

PENGAMBILAN
BLANKO

PERMOHONAN

PERMOHONAN
MASUK

PEMERIKSAAN
SYARAT

KELENGKAPAN

TIDAK
LENGKAP

LENGKAP

PENGECEKAN
LOKASI

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
ADMINISTRASI

& TEKNIS

MEMENUHI
PERSYARATAN
ADMINISTRASI

& TEKNIS

REGISTRASI

PEMBAYARAN
IZIN

PENGAMBILAN
AIR TANAH

PENERBITAN DAN
PENYERAHAN IZIN

PENGAMBILAN
AIR TANAH

2 hari

4 hari

12 hari
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Dari bagan alur tersebut proses pemberian izin pengambilan air tanah melalui

tahap :

1. Permohonan diajukan kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan dan

pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) meliputi :

a. Tahap konsultasi

b. Informasi Persyaratan

c. Pengambilan blanko permohonan

2. BPPLH melakukan pemeriksaan kelengkapan, dalam memeriksa kelengkapan

persyaratan akan terjadi 2 (dua) kemungkinan :

a. Syarat lengkap

b. Syarat tidak lengkap

Permohonan yang syaratnya tidak lengkap dikembalikan lagi kepada pemohon

untuk dilengkapi.

3. Apabila syarat lengkap selanjutnya team operasional BPPLH melakukan

pengecekan lokasi. Yang nantinya akan terjadi 2 (dua) kemungkinan :

a. Memenuhi syarat administrasi dan teknis

b. Tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis

Syarat administrasi terdiri dari :

1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk

2. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan/NPWP

3. Rekaman Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

4. Rekaman Surat Izin Juru Bor (SIJB)

5. Formulir Isian Pelaksanaan UKL dan UPL oleh Pemrakarsa
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Syarat teknis terdiri dari :

1. Izin peruntukan dan kebutuhan air tanah

2. Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, dan

3. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan

(UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jangka waktu pengembalian

kepada pemohon adalah 2 (dua) hari sejak dilakukan pengecekan ke lokasi.

4. Permohonan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis diregistrasikan

(didaftarkan dan diberikan bukti tanda terima. Dalam jangka waktu 4 (empat)

hari kerja setelah permohonan diterima, kepala BPPLH menetapkan besarnya

retribusi yang wajib dibayar. Setelah melunasi retribusi, pemohon dapat

melaksanakan pengeboran dan penggalian air tanah.

Setelah melakukan pengeboran dan penggalian air tanah selesai, pemohon

wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :

a. Berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi

b. Gambar lokasi pengeboran dan pengagalian air tanah

c. Rekaman bukti pembeyaran retribusi

5. Izin pengambilan air tanah oleh BPPLH atas nama Walikota Bandar lampung

dalam jangka 12 hari (dua belas hari) hari kerja terhitung sejak diterimanya

laporan dan berita acara pemeriksaan oleh petugas.
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Untuk lebih jelasnya prosedur pemberian izin pengambilan air tanah berdasarkan

hasil wawancara pada bulan November dengan Bapak Rahman (Kabid Air Tanah)

selaku pihak pelaksanan meliputi beberapa tahap yaitu:

1. Permohonan

2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan penelitian

3. Penerbitan (pengabulan) permohonan pengambilan air tanah

4.2.1.1 Permohonan

Sebelum seorang dapat mengajukan permohonan, terlebih dahulu memenuhi

syarat-syarat antara lain :

Syarat teknis :

1. Izin peruntukan dan kebutuhan air tanah

2. Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, dan

3. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan

(UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat administrasi :

1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk

2. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan/NPWP

3. Rekaman Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

4. Rekaman Surat Izin Juru Bor (SIJB)

5. Formulir Isian Pelaksanaan UKL dan UPL oleh Pemrakarsa

Setelah semua syarat lengkap selanjutnya pemohonan diajukan secara tertulis di

atas kertas segel bermatrai Rp. 6.000,- kepada Walikota melalui Badan
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Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) dengan melampirkan

syarat-syarat yang dimaksud dan membuat surat pernyataan yang berisi tentang :

1. Kesanggupan mematuhi ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Walikota

Bandar Lampung dalam pelaksanaan lokasi titik pengeboran yang diizinkan

2. Apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan point (1) tersebut

di atas, izin dicabut dan bangunan dibongkar tanpa menuntut ganti rugi

Dari ketentuan persyaratan di atas dapat diuraikan bahwa : izin peruntukan dan

kebutuhan air tanah merupakan syarat yang pertama dan paling utama karena

sebelum seseorang dapat mengajukan permohonan pengeboran atau pengambilan

air tanah terlebih dahulu harus memiliki izin. Izin peruntukan dan kebutuhan air

tanah adalah rekomendasi yang diberikan oleh Walikota Bandar Lampung,

sehubungan dengan persetujuan lokasi untuk pengeboran atau pengambilan air

tanah baik oleh instansi pemerintah maupun badan hukum usaha atau

perseorangan (Pasal 37 ayat 2 huruf b), Perwako No. 2 tahun 2010 tentang

Pengelolaan Air Tanah. Untuk memperoleh Izin Peruntukan dan Kebutuhan Air

Tanah harus menyampaikan permohonan kepada Walikota melaui unit pengelola

Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Untuk mengajukan permohonan Izin Peruntukan dan Kebutuhan Air Tanah salah

satu syaratnya adalah izin lingkungan masyarakat di sekitar lokasi dengan radius

50 m (minimal 15 orang KK beserta aparat desa setempat), bagi pemohon yang

akan melakukan pengambilan air tanah dengan debit penyadapan air tanah di

bawah 50 liter/detik. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar

lokasi rencana pengeboran atau pengambilan air tanah, untuk meloloskan izin
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lingkungan tersebut biasanya pihak pemohon memberikan sejumlah uang.

Mengenai jumlah uang yang diberikan bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai

dengan Rp. 100.000,- per warga KK. Setelah mendapatkan izin lingkungan

selanjutnya pemohon meminta rekomendasi camat setempat. Barulah permohonan

Izin Peruntukan dan Kebutuhan Air Tanah dapat diajukan kepada Walikota

melalui BPPLH. Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebelum

pemohon dapat mengajukan permohonan pengeboran atau pengambilan air tanah

haruslah memiliki izin peruntukan dan kebutuhan air tanah.

Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah yaitu uraian tentang

gambaran tentang waktu kapan memulai penggalian dan berapa lama penggalian,

lokasi titik pengeboran atau penggalian air tanah. Menggunakan tenaga, jasa

pengeboran yang sudah diberikan izin oleh BPPLH.

Rekaman kartu tanda penduduk perlu dilampirkan dalam permohonan izin

penambilan air bawah tanah dengan tujuan untuk memperjelas alamat pemohon

atau identitas pemohon dan berkenaan dengan tanggung jawab terhadap izin

tersebut.

Rekaman akte pendirian perusahaan/NPWP diperlukan untuk memperjelas status

perusahaan yang bersangkutan atau memperjelas hak kepemilikian atas

perusahaan tersebut. NPWP diperlukan sebagai salah satu syarat bahwa

perusahaan sudah terdaftar dalam kantor pajak, selain itu juga sebagai prasyarat

bahwa pemohon patuh terhadap peraturan atau memenuhi kewajibannya sebagai

pemilik perusahaan.
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Rekaman Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) adalah surat

bagi jasa pengeboran untuk mendapatkan izin menjalankan usaha pengeboran.

Jadi pemohon yang ingin melakukan pengeboran air untuk perusahaannya maka ia

perlu melampirkan surat dari perusahaan jasa pengeboran tentang izin

menjalankan usaha pengeboran. Surat Izin Juru Bor (SIJB) adalah surat tentang

izin melakukan pengeboran atau bersertifikat.

UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk

pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan

atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian yang berisi : Identitas

pemrakarsa, Rencana Usaha dan/atau kegiatan, Dampak Lingkungan yang akan

terjadi, Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan terdapat

tanda tangan dan cap

Setelah semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas lengkap semua,

selanjutnya pemohon mengajukan kepada Walikota Bandar Lampung dengan

terlebih dahulu meminta rekomendasi kepada Badan Pengelolaan dan

Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH).

4.2.1.2 Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan dan Penelitian

Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)

menerima berkas permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan, kemudian

mendelegasikan kepada tim operasionalnya yang terdiri dari seksi pertambangan

dan perizinan. Seksi pertambangan yang terdiri dari juru bor mengadakan
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peninjauan terhadap kebenaran obyek dan membuat berita acara pemeriksaan dan

pengukuran yang memuat

1. Gambar penampang lotilogi dan penampang sumur

2. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah

3. Hasil uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap

4. Gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya

Setelah berita acara pemeriksaan dan pengukuran selesai dibuat, salinannya

diberikan kepada pemohon dan yang aseli diserahkan kepada seksi urusan

perizinan untuk diperiksa ulang. Apabila pemeriksaan ulang tidak ada

kekurangan, maka pihak pemohon diberi tanda terima.

4.2.1.3 Penerbitan (Pengabulan) Permohonan Pengambilan Air Tanah

Setelah melakukan pengecekan atas permohonan pengeboran atau pengambilan

air tanah oleh pemohon, maka BPPLH menyerahkan rekomendasi kepada

Walikota untuk diberikan Surat Keputusan tentang Pemanfaatan Air Tanah. Surat

keputusan yang dikelurkan harus memuat paling sedikit nama dan alamat

pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau pengambilan air, debit pemakaian

air atau pengusahaan air, dan mencantumkan ketentuan dan hak.

Tahap-tahap pemberian izin pengambilan air bawah tanah sebagaimana tersebut

diatas telah seai dengan Peraturan Walikota No. 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan

Air Bawah Tanah.
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4.2.2 Pengendalian dan Pengawasan

Sesuai dengan kewenangannya Walikota Bandar Lampung melakukan

pengendalian penggunaan air tanah, yaitu dengan membatasi pemberian izin

pengambilan air tanah dengan memperketat proses seleksi administrasi, misalnya

saat musim kemarau, di wilayah yang telah banyak izin pengambilan air tanah,

mengindari pemberian izin di sekitaran pantai, selain itu pengendalian yang

dilakukan pemerintah kota adalah dengan melakukan pengawasan berupa kontrol

rutin kepada perusahaan yang telah mendapat izin dengan cara meminta laporan

penggunaan air tanah setiap tiga bulan sekali, bagi yang tidak membuat laporan

maka akan dilakukan peringatan hingga sampai mempidanakan pimpinan

perusahaan. Selain itu juga memberikan pajak yang tinggi kepada perusahaan

yang menggunakan air tanah lebih dari 2500 meter kubik setiap menitnya.

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah di Kota Bandar

Lampung disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara

berkala.

Selain melakukan itu juga, pemerintah kota melakukan pembinaan kepada

masyarakat dengan himbauan dan memberikan informasi seputar pentingnya

menjaga dan menghemat air, penertiban pelaksanaan pengeboran atau

pengendalian air tanah, pemakaian dan pengusahaan, kemudian mengarahkan

kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah dan

pemantauan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan.
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4.3 Faktor Penghambat Pengaturan Tentang Air Bawah Tanah di Kota

Bandar Lampung

Dalam pelaksanaannya, BPPLH banyak mengalami hambatan dalam proses

pengeluaran izin dan juga dalam kontrol setelah mendapatkan izin, berikut faktor

penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin air bawah tanah di Kota Bandar

Lampung :

1. Terbatasnya petugas BPPLH dalam mengendalikan pengambilan air tanah

sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pengeboran tanpa izin

sehingga sulit untuk di kontrol

2. Selain itu juga tingkat pengetahuan pegawai BPPLH yang tidak merata

sehingga dalam menjalankan tugas harus menunggu perintah atasan. Hal

ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang berbeda dari setiap petugas.

Ditambah lagi dalam menjalankan tugas memecah permasalahan menjadi

lambat

3. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, hal ini terlihat dari jarangnya

dilakukan penyuluhan-penyuluhan terutama masalah izin pengambilan air

tanah. Sehingga tingkat pengetahuan masyarakat tentang izin pengambilan

air tanah relatif rendah, hal ini terbukti masih banyaknya warga

masyarakat yang belum mengetahui fungsi izin pengambilan air bawah

tanah dan prosedur perolehannya

4. Masalah dana operasional yang tidak sesuai dengan jumlah personel dan

tingkat pekerjaan. Hal ini berdampak kepada pengendalian dan

pengawasan yang tidak begitu ketat
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab di atas dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur pemberian izin pengambilan air tanah yaitu izin untuk

pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah. Prosedur yang

dilakukan meliputi beberapa tahap :

a. Permohonan diajukan kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan

dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang dilengkapi dengan syarat.

Syarat yang pertama adan paling utama adalah izin peruntukan dan

kebutuhan air tanah. Karena tanpa adanya izin tersebut permohonan

pengambilan air tanah tidak dapat diajukan

b. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pengecekan lokasi

c. Penerbitan (pengabulan) permohonan, selain pengabulan juga terdapat

penolakan

Tujuan pemberian izin pengambilan air tanah pada dasarnya adalah untuk

memudahkan dalam pendataan dan penetirban pengambilan air tanah, agar

tidak mengganggu sumber air bersih. Dengan dikeluarkannya izin ini maka

akan ada 2 (dua) hal yang akan menerimanya, pertama bagi pemerintah
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kota akan dapat mengatur sumber air bersih sehingga dapat memberikan

dampak yang baik kepada masyarakat, karena telah membantu

memberikan sumber penghidupan. Kedua kepada pemohon, yakni adanya

jaminan atau kepastian hak dalam pengelolaan air tanah. Namun demikian,

tujuan tersebut belum tercapai dikarenakan peraturan perundang-undangan

yang ada belum bisa sejalan dengan pelaksanaannya, sehingga banyak

pengambilan air tanah khususnya untuk pengusahaan yang tidak

mengantongi izin, karena keterbatasan tenaga teknis yang mengawasi dan

kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, khususnya sumber air

bersih.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan air tanah adalah

kurangnya petugas yang dapat mengawasi dalam setiap pengambilan air

tanah sehinga terdapat masyarakat yang izinnya untuk pemakaian air

tanah, namun dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan untuk

pengusahaan air tanah. Selain itu adalah kesadaran masyarakat yang

rendah akan pentingnya pengendalian pengambilan air tanah, sehingga

mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan izin yang telah

diberikan, misalnya izin mengambil satu titik bor, namun aslinya lebih

dari satu titik bor. Bahkan karena sedikitnya SDM maka masyarakat ada

yang tidak repot-repot mengantongi izin. Selain itu, minimnya anggaran

menjadikan petugas BPPLH tidak bisa banyak yang dilakukan, karena

terbatasya SDM, kemudian kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pun

terbatas dilakukan.
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5.2 Saran

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap penelitian di atas maka saran yang

dapat diberikan adalah :

1. Melihat perizinan air tanah merupakan potensi PAD kota Bandar

Lampung, maka pemerintah kota dan BPPLH mempermudah pemberian

izin pengambilan air tanah agar konsumen bisa cepat memprosesnya.

Dengan mempermudah perizinannya maka pengawasan kepada pemegang

izin pengambilan air tanah harus ditingkatkan pula. Kemudian pemerintah

juga dapat melakukan inspeksi atau razia kepada perusahaan air minum

atau perusahaan lainnya yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan

produksi atau bahkan sumber usahanya. Sejalan dengan itu maka

peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga teknis atau SDM perlu

diperhatikan dengan melakukan perekrutan tenaga teknis sistem kontrak.

Sehingga pekerjaan yang tidak dapat dilakukan langsung oleh BPPLH

dapat terbantu. Dengan begitu akan ada penambahan anggaran bagi

pengelolanya. Agar lebih meningkatkan koordinasi antara dinas-dinas

terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas dalam rangka melayani

kepentingan masyarakat.

2. Sehubungan dengan pemberian izin pengambilan air tanah diharapkan

kepada Walikota Bandar Lampung dan BPPLH sebagai pelaksana di

lapangan dalam memberikan izin memperhatikan dampak lingkungan

yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan yang mengambil air tanah,

dengan kata lain untuk pengambilan air tanah di sekitar perumahan padat

penduduk harus menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin.
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Selain itu juga, pemerintah kota Bandar Lampung agar melakukan

peningkatan penerangan kepada masyarakat terutama yang berhubungan

dengan hal perizinan melalui penyuluhan yang dilakukan secara berkala,

sehingga psikologi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat

dalam pemenuhan kewajiban.


